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ABSTRAK : Bahwa dalam untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
Karanganyar agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terealisasi dengan 
baik dan runtut diperlukan tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu 
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; 

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c UU 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan bahwa 
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati 
adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati serta 
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; 

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta 
Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daearah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten 
Karanganyar tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah : 

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 
diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah 
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan 



Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan 
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam 
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau 
dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan 
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan 
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU 
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturaan KPU Nomor 69 Tahun 
2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah; 
Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala 
Daerah dan Kepala Wakil Daerah; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan 
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta 
Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 



Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran 
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan 
Rekapitulasi Hasil Penghtungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta 
Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; Peraturan 
KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/3313/KPU-

Kab-012.329506/2013 diatur tentang : 

Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran I dan II Keputusan ini. 
 

 CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
  tanggal 23 Februari 2013. 

-  Lampiran 8 Halaman 
  


